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ABSTRAK 

AHMAD YAHDIL FATA RAMBE. NIM. 51. 14. 1. 031. SKRIPSI. 

Judul: “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MEDAN 

ESTATE (ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 

2014 STUDIKASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. DELI SERDANG)”. 

Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada 

masyarakat akan semakin luas. Dimana masyarakat berhak mengetahui informasi 

terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap 

pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Pemerintahan desa juga turut 

serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable), 

terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 

dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan 

pengawasan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif kompratif yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa 

Medan Estate kemudian menganalisis dengan undang-undang nomor 6 tahun 

2014 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 

secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Medan Estate telah accountable, 

namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan 

yang masih tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah 

daerah ke desa, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada 

msyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang 

maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk 

memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate. 

  

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Undang-undang Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 72 

tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap 

perlu bagi desa. Berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia
1
.  

Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya 

pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga 

terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan 

langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga suskses atau 

tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada 

seberpa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, 

fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.  

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan 

pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 

pertanggungjawaban pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah 

kearah yang lebih baik dengan berlandaskan penyelenggaraan pemerintah negara 

yang solid dan bertanggungjawab
2
. 

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan perangkat desa untuk 

mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan 

pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut 

masalah sumber keuangan dengan alokasi dana desa sebagai slah satu komponen 

didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan 

                                                             
1
 Bukhari., Sistem Pemerintahan Desa. /2012/01/Sistem-pemerintahan desa.html2012. h. 4 

2
Waluyo, Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan 

otonomi daerah), (Bandung: CV. Mandar Maju,2009),  h. 195 
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perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan 

penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis
3
. 

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kapubaten 

untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-

desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemeretaan. 

Pertimbangan keuangan pusat daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi 

daerah dan sudah dipastikan dengan kebijkan negara melalui Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004.  

Belakangan ini akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun 

daerah, tetapi pemerintah desa memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan 

pemerintahan yang accountable. Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya 

disebut Undang-undnag desa) pembangunan negara difokuskan pada 

pembangunan kesejahteraan desa. Program pemerintah untuk mengatasi 

permasalahan yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa 

yang disalurkan ke setiap desa keperuntukan dana tersebut berdasarkan peraturan 

pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.  

Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan 

karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan 

publik. Maka dari itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertangung jawaban, 

hingga pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan agar dapat 

menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.  

Desa Medan Estate merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Deli 

Serdang yang berhubungan dengan kota medan. Desa Medan Estate mempunyai 

arti yang sangat strategis dalam pembangunan kabupaten Deli Serdang karena 

desa ini pintu gerbang kabupaten Deli Serdang dari kota Medan, Desa Medan 

                                                             
3
Sumpeno, w, Perencanaan desa terpadu. (Banda Aceh: Read,2011).  h. 223 
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Estate diramaikan oleh adanya perguruan tinggi dan merupakan satu-satunya desa 

diprovinsi Sumatra Utara yang kawasannya mempunyai perguruan tinggi 

diantaranya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universita Negeri 

Medan (UNIMED), dan yang lainnya. Selain itu Desa Medan Estate merupakan 

salah satu yang memiliki besaran Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 

2016 sebesar 0,7246 dengan setatus sebagai desa maju dan penerima rekapitulasi 

ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah terbesar ketiga sekabupaten Deli 

Serdang sebesar Rp. 1.542.232.000. 

Tabel 1.1 

Anggaran Dana Desa Medan Estate  

Tahun 2015-2017 

Tahun 
Alokasi Dana Desa 

(ADD) 

Bagi Hasil Pajak 

(BPH) 

Anggaran 

Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) 

2015 Rp. 467. 894. 000,- Rp. 1. 075. 955. 000,- Rp. 292. 652. 000,- 

2016 Rp. 466. 124. 000,- Rp. 1. 076. 108. 000,- Rp. 655. 552. 000,- 

2017 Rp. 476. 023. 000,- Rp.     544. 451. 000,- Rp. 835. 736. 000,- 

Sumber: Rincian Dana Desa Tahun 2015-2017  

Berdasarkan pada tabel 1.1 sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 keuanagan 

Anggaran Dana Desa Medan Estate dari tahun 2015 sampai 2017 meningkat 

secara signitif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat 

tercapai dengan melalui peningkatan belanja dan peningkatan dana transfer umum 

yang dikhususkan untuk infrastruktur. dana tersebut merupakan bagian dari dana 

Desa yang sepenuhnya menjadi kewenangan Desa dalam peggunannya.  

Di Desa Medan Estate tersebut perangkat Desa mulai dari Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), 

Sekretaris Desa, sampai kepada tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat 

dilibatkan dalam proses Anggaran Dana Desa, mulai dari Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pengawasan dilibatkan kepada masyarakat. dan 

sebagian dari masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan anggaran dana desa 
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tersbut. Sebagai informasi penelitian adalah Sekretaris Desa, Bendahara, yang 

mewakili masyarakat yaitu Kepala Dusun, LKMD, dan BPD.  

Sedangkan menurut Sekdes Desa Medan Estate dari hasil wawancara awal 

dilakukan mengenai Anggaran Dana Desa di Desa Medan Estate semua harus 

dilibatkan, baik dari seluruh instansi desa mulai dari LKMD, BPD, serta 

Pendamping Desa, hingga perwakilan Masyarakat sampai Tokoh Masyarakat pun 

dilibatkan baik dalam perencanaan anggaran sampai kepada penyelenggaraan 

Anggaran Dana Desa, mulai dari Musrembang, Musremdes yang dilakukan 3 kali 

dalam setahun yang semuanya diberitahukan kepada masyarakat.  

Anggaran dana desa tersebut juga disalurkan untuk segala kegiatan yang ada 

didesa tersebut, mulai dari perlengkapan infrastruktur seperti: Pembangunan jalan, 

Rehab Jalan Air di Sekitar Desa, Rehab, Perpustakan Desa. Sampai dengan segala 

kegiatan yang dilaksanakan didesa tersebut seperti Acara Keagamaan, Rapat 

Desa, berikut tutur dari pak waluyo sebagai perwakilan  masyarakat saat 

wawancara awal dilakukan.  

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Untuk menekan penyelewengan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa maka setiap penyusun anggaran kepala desa harus 

meminta persetujuan Badan Permusyarawatan Desa (BPD), dan dalam 

pelaksanaan juga harus diawasi oleh BPD, sehingga BPD memiliki hak menolak 

atau menyetujui anggaran yang dibuat. walau difaktanya BPD hanya 

mempertimbangkan tanpa ada hak menyetujui atau menolak
4

.Namun 

Permasalahannya dari setiap anggaran yang ada masih ada yang belum sesuai 

dengan keadaan yang dilakukan didaerah Desa Medan Estate tersebut. 

diantaranya: Perencanaan yang masih belum sesuai dilakukan dengan Undang-

undang, Pelaksanaan yang diantara masih tidak sesuai, dan kaitan BPD yang 

terkadang masih menentang dengan hasil keputusan. 

                                                             
4
Edy , Supriadi, “ Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” dalam  Jurnal IUS. (Diakses 

Jum’at 19 Nopember 2015,20:52). 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dengan desa yang ada di Desa Medan Estate Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA MEDAN ESTATE (STUDI KASUS DESA MEDAN ESTATE, KAB. 

DELI SERDANG). 

B.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Belum Sesuainya Akuntabilitas perencanaan dalam pengelolaan ADD di 

Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, yang 

terkadang masih ada hambatan persetujuan dari BPD, dengan Penerapan 

Undang-undang No 6 Tahun 2014. 

2. Belum Seuainya Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Medan 

Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan 

Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014. 

3. Belum Sesuainya Akuntabilitas pertanggungjawaban dalam pengelolaan 

ADD di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang dengan Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014. 

4. Masih ada ketidak sepakatan antara BPD dengan hasil dalam  pembinaan 

dan pengawasan yang terlibat dalam pengelolaan ADD di Desa Medan 

Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

C.   Pembatasan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini melakukan 

pembatasan masalah sebagi berikut: 

Akuntabilitas Perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, dan akuntabilitas 

pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Medan Estate 
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Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Penerapan 

Undang-undang No 6 Tahun 2014. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi 

Perencanaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang?  

2. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi 

Pelaksanaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang? 

3. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi 

Pertanggungjawaban Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang? 

4. Bagaimana Penerapan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dari segi 

Pengawasan dan Pembinaan Untuk Mewujudkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Masalah 

a. Tujuan 

Sesuai dengan perumusan msalah sebagaimana tesebut diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Undang-undang 

No 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli 

Serdang.  
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b. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti 

khususnya mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian dapat memberi tambahan pengetahuan bagi 

kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya.  

3. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Sebagai tambahan literatur untuk membantu dalam pengembangan 

ilmu akuntansi syariah, khusunya yang terkait dengan Pengelolaan 

keuangan pada sektor publik. 

4. Bagi Desa Medan Estate 

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Medan Estate 

dalam meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan Alokasi Dana Desa.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Desa dan  Pemerintah Desa 

Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal, 

tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan 

hidup dengan satu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas.
5
 

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan 

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 

pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.  

Sementara pemerintah desa menurut Permedagri nomor 113 tahun 2014 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana 

pemerintah desa berdasarkan Permedagri nomor 111 tahun 2014 adalah 

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.  

2. Undang-undang Desa 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya 

disebut undang-undang desa disahkan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang 

tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 

tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan 

sebelumnya adalah:  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
Yulianti dan Mangku, Sosiologi Pedesaan,  (Jogjakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), 

h.23. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

No Keterangan UU Desa nomor 6 Tahun 2014 PP nomor 72 Tahun 2005 

1 Pengertian Desa Menyebutkan desa dan desa 

adat 

Tidak menyebutkan desa 

dan desa adat 

2 Pemerintah Desa 

Pemerintah desa terdiri dari 

kepala desa dan perangkat desa 

terdiri atas sekretaris desa, 

pelaksanaan kewilayahan, dan 

pelaksanaan teknis tidak 

termasuk BPD. 

Pemerintah desa terdiri dari 

Kepala Desa, Perangkat 

Desa, dan BPD. 

3 
Pembentukan 

Desa 

Pembentukan desa diatur 

berdasarkan jumlah penduduk, 

pembentukan desa satu sampai 

dengan tiga tahun.  

Pembentukan desa hanya 

diatur secara umum tentang 

jumlah penduduk, luas 

wilayah, bagian wilayah 

kerja, perangkat desa sarana 

dan prasarana pemerintah 

desa. Pembentukan desa di 

awali dengan Desa 

persiapan selama satu 

samapai dua tahun. 

4 
Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Periode masa jabatan Kepala 

Desa tiga kali berturut turut (3x6 

tahun). Kepala desa harus dari 

PNS kabupaten yang 

berpengalaman dan memahami 

tentang tata kelola 

pemerintahan, perangkat desa 

(Sekretaris desa, pelaksanaan 

kewilayahan dan pelaksanaan 

tehnis) diangkat oleh kepala 

desa setelah di konsultasikan 

dengan camat atas nama bupati. 

Periode masa jabatan 

Kepala desa juga dua kali 

berturut-turut (2x5 tahun) 

penjabat kepala desa bisa 

ditunjuk dari unsur PNS, 

perangkat desa dan tokoh 

masyarakat, sekretaris desa 

diangkat oleh sekretaris 

daerah atas nama Bupati 

dan perangkat desa lainnya 

diangkat oleh kepala desa.  
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5 
Jenis peraturan 

Desa 

Jenis peraturan di desa terdiri 

dari Peraturan Desa (Perdes) 

dan Peraturan Bersama Kepala 

Desa.  

Jenis Peraturan desa terdiri 

dari Peraturan Desa 

(Perdes), Peraturan Kepala 

Desa dan Keputusan Kepala 

Desa.  

6 Perencanaan Desa 

Peraturan desa harus 

berdasarkan pembahasan dan 

kesepakatan dengan BPD serta 

peraturan desa dimuat dalam 

lembaran desa. Sedangkan 

peraturan kepala desa dan 

peraturan bersama kepala desa 

dimuat dalam berita desa. 

Rencana kerja pembangunan 

desa (RKP) satu tahun.  

peraturan desa harus 

berdasarkan persetujuan 

BPD dan peraturan desa 

serta peraturan kepala desa 

dimuat dalam berita daerah, 

rencana pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) 

dalam jangka waktu lima 

tahun, Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP) 

satu Tahun.  

 

 

7 
Sumber 

Pendapatan 

Sumber pendapatan desa terdiri 

dari pendapatan asli desa, 

alokasi APBN berupa dana desa 

dari pusat, bagi hasil pajak 

daerah dan retrebusi daerah, 

alokasi dana desa minimal 10% 

setelah di kurangi dana alokasi 

khusus, bantuan keuangan dari 

APBD provinsi dan kabupaten, 

hibah dan sumbangan pihak 

ketiga yang tidak mengikat dan 

lain-lain pendapatan yang sah, 

diatur pembangunan kawasan 

pedesaan, daiatur tentang 

Lembaga adat dan diatur 

ketentuan khusus desa adat. 

Sumber pendapatan desa 

terdiri dari pemdapatan 

desa, bagi hasil pajak 

daerah sedikit 10%, alokasi 

dana desa paling sedikit 

10% setelah dikurangi 

belanja pegawai, bantuan 

keuangan dari pemerintah 

provinsi, pemerintah daerah 

dan sumbangan dari pihak 

ketiga yang tidak mengikat, 

tidak diatur pembangunan 

kawasan pedesaan, tidak 

diatur lembaga khusus 

tentang desa adat. 

Sumber: UU nomor 6 tahun 2014. PP nomor 72 tahun 2005. Diolah. 
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Tujuan pengesahaan undang-undang desa adalah sebagai berikut
6
: 

a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  

b. Memberikan penghotmatan pada desa, bahwa  di indonesia ini 

terdiri dari banyak desa yang beragam. 

c. Membarikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitann  

dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan 

bagi seluruh masyarakat desa.  

d. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efesien, 

bertanggungjawab. 

e. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional. 

f. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Sementara keistimewaan undang-undang desa adalah
7
 : 

a. Desa akan mendapat dana miliaran rupiah secara langsunng 

berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 

menyebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) akan disalurkan secara 

langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan 

diterima oleh kabupaten/kotasetelah dikuranagi Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

b. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas 

berupa gaji tetap setiap bulan dan akan mendapatkan fasilitas 

berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.  

c. Wewenang kepala desa untuk meningkatkann kesejehteraan 

masyarakatnya yaitu adanya peluang desa untuk mengatur 

penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing. 

d. Masa jabatan kepala desa bertambah yaitu 6 (enam) tahun dan 

dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara 

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Begitu juga dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjabat  kembali 

                                                             
6
Sujarweni, Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Jogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h.6 
7
Ibid, h. 3-4 
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selama 3 (Tiga) kali masa jabatan secara berturur-turut atau tidak 

secara berturut-turut. Sementara pada undang-undang sebelumnya 

sebanyalk 2 (dua) kali masa jabatan.  

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang 

lebih mendalam seperti: membahas dan menyepakati Rancangan 

Praturan Desa (Raperdes) bersama Kepala Desa, menampung dan 

Menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan 

pengawasan kinerja kepala desa.  

3. Konsep Akuntabilitas  

Dalam Instruksi Presiden Republik Indomesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good Govermance dalam 

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintah yang baik 

salah satu hal yang distaratkan adalah terselenggaranya good Govermance.  

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggunngjawaban
8
. 

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah
9
 

yaitu: 

a. Prinsip transparansi atau keterbukaan, ini memberikan arti bahwa 

angka masyarakat memiliki hak akses yang sama untuk mengetahui 

proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan 

masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat banyak.  

b. Prinsip akuntabillitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik 

yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 

                                                             
8
Subroto, “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa “ (Tesis, Program Studi Magister 

Sains Akuntansi.Universitas Diponegoto Semarang, 2009),  h. 27 
9
Mardismo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuanagn Daerah, ( Yogyakarta: Andi, 

2002), h.105 
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penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan 

dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. 

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran 

tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas 

rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut,  

c. Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok 

dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efesien, dan efektif.  

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan 

paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan 

untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan 

kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap 

pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efesien, dan efektif. 

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain
10

: 

a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. 

b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya 

rendah. 

c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan 

akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.  

d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk 

seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.  

e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja 

disetiap organisasi yang terkait. 

f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para 

pelaksanaannya untuk memaksimalkan prinsip value for money. 

Untuk memdukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas 

kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan 

informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka 

diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD 

untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.
11

 

                                                             
10

Ibid, h.106 
11

Afriyanto, dan Kurrohman, “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa” dalam Jurnal 

Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2 Januari 2013, h. 127 
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a. Akuntabilitas Perspektif Syariah 

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat 

An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:  

                       

                         

    

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah 

kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh Allah Maha Mendangar “
12

(QS. An-Nisa’:58). 

Hubungan antara surat An-Nisa’ ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu 

terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang 

diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada 

seseorang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara 

umum adalah pertanggungjawaban agent kepada principal atas amanah 

yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang agent yang 

bertakwa kepada allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban 

secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan 

alam.  

Sementara pada pengelolan keuangan desa penerapan akuntabilitas 

perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi 

kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. 

Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang 

                                                             
12

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), 

Q.S. An-Nisa’  (4):58. 
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telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-

prinsip syariah. 

4. Perencanaan Desa 

Perencanaan adalah aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi 

langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan 

sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti 

merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan 

yang direncanakan
13

.  

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan permedagri 

nomor 114 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan 

perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan desa.  

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desan(RPJM) 

berdasarkan permedagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi 

dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana 

kegiatan yang meliputi bidang pemyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Sementara pencabaran RPJM berupa rencana pembangunan tahunan 

desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP 

Desa ditetapkan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbang). Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 41 

rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut: 

a. Evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya. 

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa. 

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola 

melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.  

                                                             
13

Abu Sim, Manajemen Syaraiah: Sebuah Kajian Historis dan kontempore, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2008), h.79. 
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d. Rencana program,kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh 

desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerinntah, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 

e. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa 

atau unsur masyarakat desa.  

Rancangan RKP Desa kemudian diabahas dan disepakati dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Musrembang 

berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 46 diikuti oleh 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur 

masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, 

perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan 

perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin serta unsur 

masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.  

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 

Berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 mekanisme 

perencanaan  pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagaian ke I 

pasal 20,21,22 dan 23 sebagai berikut:  

1) Sekretaris desa menyususn Rancangan Peraturan Desa (RKP 

Desa) tahun APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.  

2) Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa BPD 

untuk dibahas dan disepakati bersama. 

3) Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan 

disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui 

camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

4) Apabila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan 
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paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil 

evaluasi. 

5) Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindak lanjuti 

dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka 

Bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut 

dengan keputusan Bupati/walokota sekaligus menyatakan 

berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya.  

6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa.  

Perubahan APBDesa hanya dapat dialakukan satu kali dalam satu 

tahun anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan 

tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD 

provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga 

yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang 

perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan 

kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepala 

BPD. 

b. Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah 

Perencanaan dalam perspektif syariah di suatau sunnah Rasulullah 

SAW yang tertera dalam hadis sebagai berikut: 

Artinya: :” Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka 

pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan 

jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah ”(HR Ibnu Mubarak). 

Dari hadis diatas menyebutkan bahwa sebelum melakukan suatu 

pekerjaan seorang hamba disunahkan membuat perencanaan yang 

matang dan memikirkan akibat dari pekerjaan yang akan dialakukan. 

Sama juga dengan pemerintahan desa sebelum melakukan kegiatan 

harus melakukan perencanaan secara matang dengan mengundnag 

masyarakat dan tokoh masyarakat lainnya dalam musyawarah desa. Agar 
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dihasilkan sebuah perencanaan yang menciptakan kebaikan bagi semua 

kepentingan.  

Gambar 2.1 

Pengelolaan Keuangan Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014. 

5. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pelaksanaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 

Secara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam 

permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24,34. 

 

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah 

Pelaksanaan dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat mutiara 

berbahasa arab “ Man Jadda Wa Jada “ yang artinya barang siapa 

bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Arti dari kalimat 

tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

secara sungguh-sungguh maka hasil yang ia dapatkan akan memuaskan 

dan akan bernilai ibadah. Namun jika tidak sesuai dengan syariat ia akan 

mendapatkan sebaliknya.  
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Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alqur’an surat 

Al-Kahfi ayat 2 : 

                     

              

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan 

akan sisksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 

gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal 

saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik“
14

. (Q.S. 

Al-Kahfi:2). 

Terkait dengan pemerintahan desa segala untuk pembangunan baik 

yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan 

masyarakat merupakan bentuk amal saleh karena memberikan 

kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa 

yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh 

balasan berupa kebaikan.  

 

6. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis 

(keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebaginya.  

a. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut  Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa 

dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalahmenataushakan, 

membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa
15

. 

                                                             
14 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), 

Q.S. Al-Kahfi (18): 2. 
15

Sujarweni, Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa, (Jogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h.21. 
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Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait 

penataushaan yang termuat dalam pasal 35 dan 3sebagai berikut: 

1) Penatausahan dilakukan oleh bendahara 

2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan 

dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib.  

3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 

pertanggungjawaban. 

4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada 

kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: 

a) Buku Kas umum 

Digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang 

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara 

tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi 

perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas 

umum dapat dikatan sebagai sumber dokumen transaksi. 

Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat 

pada buku kas umum, kemudian dicatat dibuku pembukuan 

masing-masing. Format buku kas umum, kemudian dicatat 

dibuku pembukuan masing-masing
16

. 

b)  Buku kas pembantu kegiatan 

Buku kas pembantu kegiatan ialah buku yang digunakan 

untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang 

berhubungan dengan kas saja.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Sujarweni, Akuntansi Desa-panduan Tata Kelola Keuangan Desa, (Jogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), h.21. 
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Tabel 2.2 

Buku Kas Umum 

BUKU KAS UMUM 

DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ....................... 

N

o

. 

Tgl. 

KOD

E 

REK

ENIN

G 

URAI

AN 

 

PENERI

MAAN 

(Rp.) 

 

PENGEL

UARAN 

(Rp.) 

NO 

BUK

TI  

JUML

AH 

PENG

ELUA

RAN 

KOMU

LATIF 

SAL

DO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  JUM

LAH 

 Rp. Rp.    

 

……………., tanggal ………. 

MENGETAHUI      

KEPALA DESA,    BENDAHARA DESA, 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014 

Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas  

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas  

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas  

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas  

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 
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Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi  

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 

Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 

Catatan :   

Sebelum ditanda tangani  Kepala Desa wajib  di periksa dan di paraf  oleh 

Sekretaris Desa. 

c)  Buku kas Pembantu Pajak 

Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan 

dengan pajak.  

d)  Buku Bank 

 Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, 

dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan uang bank. 
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Tabel 2.3 

Buku Kas Pembantu Kegiatan 

 

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

DESA………………..  KECAMATAN………………….. 

TAHUN ANGGARAN……………………………………. 

1. Bidang : 

2. Kegiatan : 

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014. 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 

No

. 

Tangg

al 
Uraian 

Penerimaan (Rp.) 

Nomor 

Bukti 

Pengeluaran(Rp.) Jumlah 

Pengembal

ian ke 

Bendahara 

Saldo 

Kas 

(Rp.) 

Dari 

Bendaha

ra 

Swadaya 

Masyarakat 

Belanja 

Barang 

dan Jasa 

Belanja 

Modal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

  Pindahan 

Jumlah 

dari 

halaman 

sebelum

nya 

       

  Jumlah        

  Total 

Penerim

aan 

   Total Pengeluaran  

      Total Pengeluaran + Saldo Kas  

Desa……………….. 

…….,Tanggal…… 

 

Pelaksana Kegiatan 
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2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 

5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 

6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 

8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 

9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah 

Tabel 2.4 

Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK  

DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ........ 

N

o. 

TANGG

AL 

URAI

AN 

PEMOTONGA

N 

(Rp.) 

PENYETOR

AN  

(Rp.) 

SALDO 

(Rp.) 

1 2 3 4  5 

JUMLAH    

 ……………., tanggal ………………… 

 

MENGETAHUI                                                                                                     

KEPALA DESA,     BENDAHARA DESA, 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014 
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Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran  

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas  

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

Tabel 2.5 

Buku Bank 

BUKU BANK DESA 

DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. 

TAHUN ANGGARAN ......... 

          

      BULAN  : 

                                                                                                        BANK CABANG        : 

REK. NO.  :  

N

o. 

TAN

GGA

L 

TRA

NSA

KSI 

URAI

AN 

TRA

NSA

KSI 

BUK

TI 

TRA

NSA

KSI 

PEMASUKAN PENGELUARAN 

SALDO 
SETO

RAN 

(Rp.) 

BUNGA 

BANK 

(Rp.) 

PENA

RIKA

N 

(Rp.) 

PAJAK 

(Rp.) 

BIAYA 

ADMINIS

TRASI 

(Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TOTAL TRANSAKSI 

BULAN INI 

      

TOTAL TRANSAKSI 

KUMULATIF 

      

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014 
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Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. 

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. 

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 

b. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah 

Penata usahaan merupakan proses tulis menulis atau pencatatan yang 

merupakan rangkaian dari sebuah transaksi kegiatan, sehingga 

mengahasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia 

mengatakan apa yang ia tulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengatakan, maka hendaklah 

walinya mengatakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang lelaki diantaramu. Jika taka da dua orang lelaki, 
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maka boleh sorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka 

dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang iyu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu 

lebih adil di sisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak keraguanmu. Tulislah mu’amalahmu itu ”kecuali jika 

mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

maka tidak ada dosa bagi kamu, Jika kamu tidak menulisny. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangnlah penulis dan 

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertawalah kepada allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha 

mengetahui segala sesuau. 
17

 (Q.S. Al-Baqarah: 282). 

Dari ayat diatas memberikan penejelasan betapa pentingnya 

mencatat suatu transaksi baik yang dilakukan secara tunai maupun 

secara kredit atau ditangguhkan. Perintah mencatat tersebut bertujuan 

sebagai pengingat saat pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam 

Islam seorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya ketika 

memperoleh rizki, karena menunda-menunda membayar hutang 

merupakan tindakan dzalim bagi diri sendiri maupun orang lain.  

Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah 

satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan 

pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib 

dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagi bukti dan pengingat serta 

sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.  

7. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri nomor 

113 Tahun 2014 

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 

                                                             
17 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), 

Q.S. Al-Baqarah (2): 282. 
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tentang pengelolaan keuangan desa bagian IV pasal 37 menjelaskan: 

1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada bupati/walikota berupa: 

a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

b) Laporan semester akhir tahun disampikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan 

pada akhir masa jabatan. 

3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 

b. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah 

Pelaporan pengelolaan keuangan desa perspektif syariah dijelaskan 

dalam surat An-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:  

                       

                         

    

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah 

kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baiknnya yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”
18

( Q.S. An-Nisa’:58 

). 

                                                             
18  Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), 

Q.S. An-Nisa’ (4): 58. 
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Dari ayat diatas dapat diambil intisari bahwa jika seseorang dipercaya 

melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut 

kepada oarang yang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah dapat 

berupa jabatan seperti jabatan kepala desa, jabatan bendahara desa, dan 

perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan 

tersebut memiliki kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan desa dalam 

rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan.  

Penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa 

kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur 

melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undnag-undnag yang 

merupakan bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua 

bentuk pendapatan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak 

memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun 

masyarakat sendiri. 

 

 

8. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa  Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

Pertanggungjawaban pengelolaan berdasarkan permendagri nomor 

113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 

bupati/walikota setiap akhirtahun anggaran. Peraturan desa mengenai 

pelaporan tersebut APBDesa melampirkan: 

1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun 

anggaran berkenaan. 

2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun 

anggaran berkenaan.  

3) Format laporan program pemerintah dan daerah yang masuk ke 

desa.  

 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui 
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camat atau sebutan lain dengan waktu penyam[aian paling lama 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut mengenai 

pengelolaan diatur dalam peraturan bupati/walikota. 

b. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah 

Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadist 

yang artinya sebagai berikut:  

Artinya: “ Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba pada 

hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang 

umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, 

bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan 

kemana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimna ia 

mengamalkannnya” (HR Tirmidzi). 

Hadits tersebut menggambarkan bahwa setiap manusia akan 

ditanyakan segala pekerjaannya yang dilakukannya didunia., dimana 

pertanyan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban semasa 

hidupnya. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, maka 

pemerintah desa juga memiliki pertanggungjawaban terkait bagaimana 

mengelola harta atau kekayaan milik desa, dan dipertanggungjawabkan 

tidak hanya di dunia saja melainkan juga di akhirat. 

9. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah 

provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana 

desa, alokasi dana desa, hasil pajak. Sementara pemerintah 

kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa. 

b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif 

Syariah  

Pembinaan dan pengawasan dalam ajaran islam dilakukan untuk 

meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan 
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yang hak
19

.  

Pengawasan atau control yang berasal dari diri sendiri yang 

bersumber dari tauhid dan keimanan hamba-Nya, maka akan bertindak 

hati-hati. Pengawasan Allah dituliskan dalam pada surat Al-Mujadallah 

ayat 7: 

                     

                    

                      

             

 

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi? Tiada pembicaraan 

rahasia anatara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya, Dan tiada 

(pula) pembicaraan anatara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak.Melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka 

berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari 

kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu”
20

(Q.S Al-mujadallah:7).  

Sistem pengawasan dari luar dapat berupa pengawasan dari 

pimpinan yang berkaitan dengan tugas. Pengawasan akan baik jika 

pimpinan dapat memberikan contoh pembinaan yang baik.  

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan tuntunan untuk penelitian selanjutnya, 

sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu 

                                                             
19

Mannan,Abdul, Membangun Islam Kaffah, (Penerbit: Madinah Pustaka, 2000), h.152 
20

 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putera, 1989), 

Q.S. An-Nisa’ (58): 7. 
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dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.6 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis Data 
Hasil Penelitian 

Kiki Debi 

Sintia 

(2015) 

AnalisisKesiapan 

Desa Dalam 

Implementasi 

Penerapan Undang-

undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Pada penelitian 

ini peneliti 

menggunakan 

metode analisis 

data kualitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa desa itu siap 

untuk penerapan 

undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 

khususnya dalam 

APBDesa. Namun 

hambatan seperti 

keterbatasan waktu 

dalam persiapan 

administrasi, 

pemahaman isi 

undang-undang dan 

SDM yang kurang 

mendukung menjadi 

hambatan utama 

kesiapan 

implementasi.  

Nova Sulastri 

(2016) 

Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa 

Meningkatkan 

Pembangunan Fisik 

Desa Lakapodo 

Kecamatan 

Watopute 

Metode analisis 

data yang peneliti 

gunakan adalah 

normative dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan, konsep 

dan kasus 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

kepala desa 

memiliki wewenang 

yang luas 

berdasarkan 

undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 
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Kabupaten Muna dalam penggunaan 

keuangan desa, 

sehingga menutup 

kemungkinan terjadi 

penyelewengan. Hal 

ini dikarenakan 

peran BPD semakin 

lemah terhadap 

pengawasan. 

Muhammad 

Asrin 

(2015) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa di Desa 

Medan Estate 

Pada penelitian 

ini peneliti 

menggunakan 

metode analisis 

data kualitatif 

deskriptif. 

Tata kelola dana 

ADD masih tampak 

belum efektif. Hal 

ini terlihat pada 

mekanisme 

perencanaan yang 

belum 

memperlihatkan 

sebagai bentuk 

perencanaan yang 

efektif karena waktu 

perencanaan yang 

sempit, kurang 

berjalannya fungsi 

lembaga desa, 

partisipasi 

masyarakat rendah, 

sehingga tidak ada 

kesesuaian dengan 

kebutuhan desa   

Sri Lestari 

(2017) 

Analisis 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Metode yang 

digunakan ialah 

kualitatif dengan 

Sistem akuntabilitas 

perencanaan dan 

pelaksanaan telah 
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Akokasi Dana Desa 

(ADD) (Studi 

Kasus: Wilayah 

Kecamatan 

Banyudono) 

pendekatan 

deskriptif.  

menerapkan 

prinsipm 

transparansi dan 

akuntabilitas, 

namun harus 

mendapat atau 

diberikan 

bimbingan dari 

pemerintah 

kecamatan.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa yang membedakan dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang membahas tentang mewujudkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 Kerangka pemikiran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan 

Estate (Studi kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang), dapat digambarkan 

dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2. 2 berikut: 
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Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa Medan Estate 

Menganalisis Penerapan Undang-

undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa 

Hasil Pembahasan mengenai 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Desa Medan Estate sesuai atau belum 

dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 

Peneliti menyimpulkan bahwa 

Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai 

atau belum dengan Akuntabilitas sesuai 

dengan Undang-undang No.6 tTahun 

2014 

Gambar 2. 2 

Kerangka Berpikir 

 

 Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,  

 Kab. Deli Serdang 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kompratif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat 

responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis 

dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu, 

direduksi, disimpulkan, dan diverifikasi
21

.   

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena 

dalam seting dan konteks naturalnya bukan didalam laboratorium dan peneliti 

tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati
22

. Sementara menurut 

Moleong, “… Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

saja yang terjadi pada subjek penelitian….”
23

.  

Di dalam penelitian ini, dengan mengambil objek penelitiannya di Desa 

Medan Estate mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

pengawasan pengelola keuangan desa menyesuaikan dengan undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan penunjangnya seperti peraturan 

pemerintanh nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah 

nomor 43 tahun 2014, permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan 

keuangan desa, dan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan 

pembangunan desa. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. 

Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, 

                                                             
21

 Usman, h dan Purnomo. S, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h. 129 
22

 Samiaji, Sarosa, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar, (Jakarta: Indeks Penerbit, 2012), h. 7 
23

 Lexy, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-2, 

2014), h. 6   
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dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan sekaligus  tempat 

dilaksanakannya penelitian. 

C. Data Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan skunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan 

pengumpulan data lapangan lainnya merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung tidak melalui media perantara
24

. Pada penelitian ini 

data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa, BPD dan 

Masyarakat Desa Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang.  

Data skunder merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain
25

. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunkan teknik wawancara, 

dokumentasi, dan studi kepustakaan.  

1. Wawancara  

Untuk mengumpulkan data dan informs yang akurat, pengumpulan data 

yang utama dilakukan peneliti adalah wawancara langsung secara mendalam 

kepada informan yang kompeten dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Desa, serta mencatat kejadian informasi yang kemudian dijadikan sebagai 

bahan penulisan laporan hasil penelitian.  

2. Kuesioner 

 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkangkat pertanyaan ertulis kepada responden untuk 

                                                             
24

  Supomo dan Indriantoro, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 47 
25

  A, Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 104 
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dijawab. Metode pengumpulan data yang lebih efesien bila peneliti 

mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan responden.  

3. Studi Kepustakaan 

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 

buku-buku referensi, tesis, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, 

dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.   

E. Defenisi Operasional 

Untuk menjelaskan konsep operasional dalam penelitian ini dapat di 

opeasionalkan sebagai berikut:  

1. Pembangunan fisik adalah segala bentuk perbaikam atau bentuk 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa. 

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah dana penerimaan 

Alokasi Dana Desa melalui APBDesa di Desa Medan Estate. 

3. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penduduk desa yang produktif dalam pengelolaan dana desa. 

Diukur dengan jumlah masyarakat yang pahamm. Dan partisipasi 

masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat di Desa 

Medan estate dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.  

F. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain
26

. Terdapat tiga macam 

kegiatan analisa data kualitatif yaitu: 

 

                                                             
26

 Sugiyono, Metode Penelitian BIsnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 244 
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1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau 

laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti 

dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

2. Penyajian data 

Bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.  

3. Penarikan kesimpulan  

Verifikasi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. 

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, 

peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang 

dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang sering timbul dan yang 

dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis 

data terkait kesesuaiannya dengan undang-undnag nomor 6 tahun 2014 

dan aturan pemerintah nomor 47 tahun 2015,permendagri nomor 113 

tahun 2014. Kemudian ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan desa 

Medan Estate telah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 

atau belum sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Ketika 

telah sesuai maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan desa dapat 

dikatakan accountable, namun juka belum sesuai maka pengelolaan 

keuangan desa belum dapat dikatakan accountable.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum 

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 

pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih 

lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai Desa Medan Estate dan 

kondisi geografis wilayahnya sebagai berikut: 

a. Orbitasi 

- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kecamatan :   3  Km 

- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten  :   30  Km 

- Jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Provinsi :   4  Km 

 

b. Letak Geografis 

Letak geografis Desa Medan Estate dapat dilihat sebagai berikut: 

- Desa Medan Estate secara geografis terletak pada ketinggian   25 

m diatas permukaan laut. 

- Curah hujan rata-rata   0,5 m/detik. 

- Suhu udara rata-rata   25    s/d 32    

 

c. Batas Wilayah 

Batas wilayah Desa Medan Estate adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara   : Berbatasan dengan Desa Sampali dan Desa 

Laut Dendang. 

- Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Bandar Khalipah. 

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Madya Medan. 

- Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Kota Madya Medan. 

 

d. Luas Wilayah 

Medan Estate memiliki luas wilayah   790 Ha (Hektar) dengan 

permukaan wilayah (rupa bumi) sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Kawasan Wilayah Desa Medan Estate 

No KAWASAN 

LUAS 

WILAYAH 

(Ha/Hektar) 

1 Perkantoran 21,50 

2 Pertokoan 68,00 

3 Pergudangan 79,50 

4 Perumahan (Kawasan Elit) 68,00 

5 Sekolah dan Perguruan Tinggi 104,50 

6 Pasar 1,50 

7 Terminal Pembantu 0,30 

8 Luasan Jalan dan Gang 28,00 

9 Pemukiman Masyarakat 312, 70 

10 Tanah belum ada bangunan ( Tanah Kosong 

dibangun oleh pemeliknya dan ada tanaman 

tahun diatasnya 

106,00 

 Jumlah.................. 790,00 

 Sumber: Tata Usaha Desa Medan Estate 

 

2. Struktur Organisasi 

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam 

Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang 

harus dilaksanakan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa ialah sebagai 

berikut: 

1) Memimpin penyelenggaraan Pendes berdasarkan kegiatan yang 

ditetapkan bersama BPD. 

2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa. 

3) Menetapkan Peraturan Desa. 

4) Mengajukan Rencana APBDesa. 
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5) Membina Kehidupan Masyarakat Desa. 

6) Membina Perekonomian Desa. 

7) Mengkordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif dan 

Swadaya Masyarakat. 

8) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. 

9) Ketentraman dan Ketertiban. 

10) Menjalin Hubungan Kerja Sama dengan Mitra Pemdes. 

11) Pengembangan Pendapatan Desa dan Sebagainya. 

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian 

wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan 

kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan 

pemerintahan Desa sangat diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat 

terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang telah 

ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa 

diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut 

ini dalah Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Medan Estate: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Medan Estate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tata Usaha Kantor Desa Medan Estate. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Akunabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Akuntabilias sitem pengelolaan ADD dimaksuskan sebagai upaya untuk 

menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance). bahwa 

prinsip good govermance adalah partisipasi, transparansi dan 

kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
27

.  

Tingkat akuntabilitas dalam pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai 

daritahap perencanan, pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Pendapat 

informan tersebut menunjukkan bahwa utuk menumbuhkan partisipasi 

masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten 

dalam mengatur pengelolaan ADD disetiap desa. Berhasil dalam 

menyelesaikan permasalahan didesa berkat kerjasama antara pemerintah desa 

dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan 

bahwa masyarakat desa igin membantu menyelesaikan permsalahan didesa 

tersebut. 

Cara ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pemangunan 

masyarakat desa yang didukung oleh transparansi, akuntabel, dan renvonsive. 

proses tersebut harus diketahui dengan jelas baik dari perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap. 

2. Perencanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)  

Alokasi Dana Desa (ADD) merupkan suatu bentuk pendapatan desa yang 

penggunaannya sesuai dengan Anggaran Pendapata dan Belanja Desa 

(APBDes), program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui 

Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Yaitu musyawarah yang 

membahas usulan-usulan perencanan atau program pembangunan desa yang 

berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).  

Prinsip partisifasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam 

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang 

mewakili kepentingannya
28

. Pelaksanaan prinsip partisipasi ini juga telah 

                                                             
27

 Afriyanto, dan Kurrohman, (2014) “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa” 

dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2 Januari 2013, h. 124. 
28

 Subroto, “ Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus Pengelolaan 

alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kec. Tlogomuly, Kab Temanggung tahun 2008 “ 

(Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi.Universitas Diponegoto Semarang, 2009),  h. 36 
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terbukti atas hasil wawancara: 

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. 

Dengan adanya ADD ini masyarakat sangan senang sekali dan 

antsiassepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah 

ditentukan” (Hasil wawancara dengan Buk Rusmiati Sekdes Medan Estate, 

Pada tanggal 26 April 2018) 

Mekanisme perencanan ADD secara kronologis dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 

a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah 

desa untuk membahas rencana penggunaan ADD. 

b. Musyawarah desa diahdiri oleh unsur pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan 

tokoh masyarakat, serta waji dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan. 

c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancanga penggunaan ADD 

didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun 

sebelumnya. 

Kepala Desa mengadakan 

MUSDES untuk 

membahas ADD 

MUSDES dihadiri oleh 

BPD, lembaga 

kemasyarakatan, 

msyarakat serta tim 

kecamatan  

Rancangan ADD 

disepakati dalam 

MUSDES dan menjadi 

salah satu bahan 

penyusunan  

Tim pelaksanaan ADD 

menyampaikan rencana 

penggunaan ADD 

berdasarkan prioritas  
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d. Rancangan penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan 

penyusunan APBDesa. 

Musyawarah desa ini bertujuan membuka kesempatan untuk masyarakat 

memberikan tanggapannya sekaligus belajar bagi masyarakat terhadap prinsip 

akuntabilitas pengelolaan ADD. Yang di undang dalam hal ini yaitu Kepala 

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Unsur LPMD, 

dan Unsur Kelembagaan Desa. 

Apabila dilihat dari rasa ingin tahu dalam hal perencanaan Program 

Pembangunan Desa untuk tahun 2016 lebih mengedepankan pada pewujudan 

masyarakatdi Desa Medan Estate . Hal ini dapat dilihat dari tabel Program 

Pembangunan Desa sebagai berikut:  

Tabel 4. 2 

Perencanaan Pembangunan Desa Medan Estate 

NO Bidang Prioritas 

1 
Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

1. Bidang Hukum 

2. Bidang Aparatur Desa 

2 Bidang Pembangunan Desa 

1. Bidang Ekonomi 

2. Bidang Prasarana Wilayah Desa 

3. Sumber Daya Alam 

3 
Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

1. Bidang Pendidikan 

2. Bidang Agama 

3. Bidang Sosial Biaya 

4. Bidang Ketentraman dan 

Ketertiban 

Sumber: Musrenbang Desa Medan Estate. 2017 

 Setelah tahap perencanan sebagai pedoman pembangunan desa, maka akan 

menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Adapun daftar prioritas 

pembangunan desa di Desa Medan Estate tahun anggaran 2016 lebih 

dominan memperkuat pembangunan pada bidag prasarana wilayah desa 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 

Daftar Prioritas Desa Tahun 2016 

Desa Medan Estate 

No Kegiatan 
Lokasi 

Dusun 
Volume 

Keterangan 

Anggaran Status 

Usulan 

1 Pembangunan 

Drainase 

Dusun IV 700   65.000.000 N-1 

2 KRPL (Kawasan 

Rumah Pangan 

Lestari) 

Dusun IV 1 Paket 15.000.000 N 

3 Pembuatan Drainase Dusun VI 100   80.000.000 N-1 

4 Pembangunan Irigasi Dusun VI 100   50.000.000 N 

5 Pavingiasi Dusun X 392   197.000.000 N-1 

6 Bedah Rumah Dusun X 8 Unit 120.000.000 N 

7 Pavingiasi Dusun II 400   34.000.000 N-1 

8 Alat Pembuatan 

Sangkar Burung 

Dusun II 2 Paket 50.000.000 N 

9 Pembangunan 

Plengsengan 

Dusun V 320   130.000.000 N-1 

10 Pembangunan 

Gapuro 

Dusun V 1 Paket 25.000.000 N 

11 Pembangunan 

Drainase 

Dusun XI 700   150.000.000 N-1 

12 Pembangunan Jalan 

Kampung 

Dusun XI 6000

   

100.000.000 N 

13 Pembangunan 

Drainase 

Dusun VII 300   47.000.000 N-1 

14 Pembangunan 

Penampungan Air 

Dusun VII 40   50.000.000 N 

15 Pengadaan Lahan 

Tempat Pembuatan 

Sampah 

Desa 400   250.000.000 N-1 

16 Pengadaan Gerobak 

Pengangkut Sampah 

Desa 7 Unit 189.000.000 N-1 

17 Pengadaan Ambulan 

Desa  

Desa 1 Unit 110.000.000 N-1 

Sumber: Musrenbang Desa Medan Estate. 2016 

 Berdasarkan daftar prioritas pembangunan Desa Medan Estate tahun 

anggaran 2016 sttus N-1 merupakan kegiatan yang memerlukan percepatan 

dalam realisasi atau dapat diakatakan kegiatan yang paling diprioritaskan, 

sementara status usulan N merupakan kegiatan yang baru direalisasikan 

setelah kegiatan-kegiatan N-1 terealisasi.  
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 Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada 

permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 

permendagri nomor 113 tahu 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara 

teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) 

tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa 

tahun berkenaan. Kemudian sekertaris desa menyampaikan Raperdes tentang 

APBDesa kepada kepala desa utuk dibahas dan disepakati bersama dengan 

BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.  

 Pada tahap perencanaan di Desa Medan Estate ada tim khusus yang 

bertugas menyusun Raperdes. dari hasil wawancara bendahara Desa Medan 

Estate Pak Robin Samin Siburian Pada hari Kamis 3 Mei 2018 di Kantor 

Desa Medan Estate dijelaskan bahwa: 

 “Ada tim perencanaannya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 

bendahara dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam 

tim tersebut untuk menyususn Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian 

dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan” 

(Bendahara Desa, Kamis 3 Mei 2018) 

 Raperdes tentang APBDesa ini tekah dibahas dan disepakati sesuai dengan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala 

desa kepada bupati/walikota untuk pengevaluasian melalui camat APBDesa 

oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja
29

. jika hasil Raperdes dinyatakan 

sesuai dengan perundang-undangan maka hasil Raperdes tersebut ditetapkan 

sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh Kepala Desa. 

 Terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap 

perencanan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa 

nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan 

menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dari fungsi tersebut, BPD 

memiliki hak untuk menolak atau menyetujui Raperdes yang diajukan oleh 

kepala desa. Namun pelaksanaan di Desa Medan Estate fungsi BPD hanya 

sebatas menyepakati saja, belum sampai pada bagian untuk menolak. Hal ini 

diuangkapkan oleh Ketua BPD Desa Medan Estate Bapak Yahya Harahap 

berikut: 

“BPD selama ini hanya menyetujui saja, karena saat memimpin RAP 

(Rancangan Peraturan atau Raperdes) saya hanya membacakan saja 

sebagai pemimpin dan saat itu juga saya baru menerima bahan RAP jadi 

saya hanya membacakan RAPnya saja bukan memimpin…..” (Ketua BPD, 

Rabu 2 Mei 2018). 
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3. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuangguhnya telah 

dimulai dari perencanaan desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering 

diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit kegiatan. Dimana peraturan 

desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh 

lapisan masyarakat.  

Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 

merupakan forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur 

msyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam 

pemye;enggaraan pemerintahan Musrenbang Desa (Musyawarah Pembngunan 

Desa). Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa Medan Estate adalah daftar skala 

prioritas pembangunan desa yang disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Daftar Prioritas Desa Medan Estate Tahun 2016 

No Kegiatan 
Lokasi 

Dusun 
Volume 

Keterangan 

Anggaran Status 

Usulan 

1 Pembangunan 

Drainase 

Dusun IV 700   65.000.000 N-1 

2 KRPL (Kawasan 

Rumah Pangan 

Lestari) 

Dusun IV 1 Paket 15.000.000 N 

3 Pembuatan Drainase Dusun VI 100   80.000.000 N-1 

4 Pembangunan Irigasi Dusun VI 100   50.000.000 N 

5 Pavingiasi Dusun X 392   197.000.000 N-1 

6 Bedah Rumah Dusun X 8 Unit 120.000.000 N 

7 Pavingiasi Dusun II 400   34.000.000 N-1 

8 Alat Pembuatan 

Sangkar Burung 

Dusun II 2 Paket 50.000.000 N 

9 Pembangunan 

Plengsengan 

Dusun V 320   130.000.000 N-1 

10 Pembangunan 

Gapuro 

Dusun V 1 Paket 25.000.000 N 

11 Pembangunan 

Drainase 

Dusun XI 700   150.000.000 N-1 

12 Pembangunan Jalan 

Kampung 

Dusun XI 6000

   

100.000.000 N 

13 Pembangunan Dusun VII 300   47.000.000 N-1 
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Drainase 

14 Pembangunan 

Penampungan Air 

Dusun VII 40   50.000.000 N 

15 Pengadaan Lahan 

Tempat Pembuatan 

Sampah 

Desa 400   250.000.000 N-1 

16 Pengadaan Gerobak 

Pengangkut Sampah 

Desa 7 Unit 189.000.000 N-1 

17 Pengadaan Ambulan 

Desa  

Desa 1 Unit 110.000.000 N-1 

Saat pelaksanaan Musrenbang, seluruh lapisan masyarakat yang memiliki 

kepentingan turut menyepakati RKP Desa. Begitu juga pelaksanaan 

Musrenbang di Desa Medan Estate turut mengundang BPD, Pemdes 

(Pemeerintah Desa), perwakilan dari kecamatan, lembaga atau organisasi desa, 

serta perwakilan dari masyarakat desa, sebagaimana pengakuan Kepala Desa 

Medan Estate Bapak Faizal Arifin berikut: 

“Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa seperti: BPD, RT, LPMD, 

Tokoh Masyarakat, PKK, Karangtaruna, Perwakilan dari kecamatan, 

semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggarn itu harus 

tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang tidak pas harus 

ditanyakan” (Kepala Desa, 4 Mei 2018). 

Meskipun Musrenbang di Desa Medan Estate telah sesuai dengan 

Permendagri nomor 114 tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaan 

Musrenbang secara teknis masih banyak kendala. Seperti waktu pelaksanaan 

Musrenbang yang tidak sesuai dengan pelaporan kepada Bupati terkait Surat 

Pertanggugjawaban (SPJ) setiap unit atau pos realisasi yang kadang tidak tepat 

waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar harga 

umum kendala-kendala ini disampaikan oleh kepala Desa Medan Estate 

sebagi berikut:  

“Kita berupaya harus sesuai dengaan Permen, karena kita berpedoman 

pada itu, Musrenbang untuk tahun 2018 memang belum, tapi sudah kita 

rencanakan. namun masih ada terdapat di teknis yang tidak sesuai, karena 

anggaran yang akan turun yang sebelumnya harus ada SPJ jadi harus 

dibuat, ya, mudah-mudahan kedepannya dapat kita laksanakan lebih 

baik” (Kepala Desa Medan Estate, 4 Mei 2018). 
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Hasil Musrenbang yang berupa daftar skala prioritas pembangunan, 

kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa). adapun APDes Desa Medan Estate adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Desa Medan Estate Tahun 2017 

Kode 

Rekening 

Uraian Jumlah 

Anggaran 

Keterangan 

 
   Pindahan Saldo (Semester 

Pertama) 

xxx  

1 
   PENDAPATAN   

1 
1   Pendapatan Asli Desa xxx  

1 
2   Pendapatan Transfer xxx  

1 
2 1  Dana Desa 297.821.000  

 
   Jumlah Pendapatan 835.736.000  

2 
   Belanja   

2 
1   Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

xxx  

2 
1 2 1 Alat Tulis Kantor 2.500.000  

2 
2   Bidang Pembangunan Desa xxx  

2 
2 3  Pavingisasi 50.000.000  

2 
3   Bidang Pembinaan Kemasyarakat 20.000.000  

2 
4   Bidang Pemberdayaan Masyarakat xxx  

2 
4 1  Pembinaan Perangkat Desa dan 33.225.000  
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Lembaga 

 
   Jumlah Belanja 835.736.000  

 
   Surplus/Defisite 0  

3 
   Pembiayaan   

3 
1   Penerimaan Pembayaran 0  

 
   Silva 0  

3 
2   Pengeluaran Pembiayaan 0  

 
   Jumlah 0  

Sumber: APBDes Desa Medan Estate . 2017 

Setelah APBDesa dibuat sesuai daftar skala prioritas, maka selanjutnya 

merealisasikan anggaran tersebut. Tahap realisasi anggaran harus berpedoman 

pada APBDesa yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Data reakisasi 

pembangunan Desa Medan Estate tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Data Realisasi Pembangunan Desa Medan Estate 

Tahun Anggaran 2017 

No Jenis Kegiatan Volume Lokasi Jumlah 
Dasar 

Anggaran 

1 Pemasangan 

Paving Blok 

P=58,5M 

L=3,60M 

Dusun I Gg. 

Batu V 

45.713.700,- 
APBN 

2 Pemasangan 

Paving Blok 

P=177,3M 

L=4,2M 

Dusun III 

Jalan Toba 

Nauli 

147.305.400

,- APBN 

3 Pemasangan 

Paving Blok 

P=70,8M 

L=3,20M 

Dusun III 

Jalan Toba 

Nauli 

48.699.000,- 

APBN 
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4 Pemasangan 

Paving Blok 

P=607M 

L=2,00M 

Dusun VIII 

Lorong 

Ayem 

238.924.700

,- APBN 

5 Pemasangan 

Paving Blok 

P=85,00M 

L=4,00M 

Dusun IX Jl. 

Merak 

55.717.500,- 
APBN 

6 Pembangunan 

Gorong-gorong 

P=3M 

L=0,50M 

T=0,60 

Dusun VIII 

Lorong 

Ayem 

11.569.700,- 

APBN 

Sumber: Kantor Kepala Desa Medan Estate. 2017 

Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Medan Estate baik semua 

penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melaui rekening desa, tetapi 

untuk melengkapi seluruh bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah masih 

banyak kendala. Diuangkap oleh Bendahara Desa Medan Estate sebagai 

berikut: 

 “Semua peneriman dan pengeluaran desa sudah melalui rekening kas desa 

Memang setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan harus 

dilengkapi dengan bukti, tetapi terkadang dek, dilapangan tidak demikian, 

sehingga kesulitan ada pada bendahara, karena Bendahara tidak bisa 

mengeluarkan dana begitu saja tanpa adanya bukti, tapi disisi lain 

kegiatan tersebut ada” (Bendahara Desa, Bapak Robin Samin, 3 Mei 

2018). 

  Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa 

desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang 

ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyiapkan uang dalam 

kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional 

pemerintah desa. Sementara jumlah uang yang ada dislam kas desa ditetapkan 

dalam peraturan bupati/walikota
30

.  
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  Untuk penggunaan biaya tak terduga, permendagri nomor 113 tahun 2014 

dalam pasal 26 poin ke 3 menyebutkan bahwa penggunaan biaya tak terduga 

terlebih dahulu dibuatkan RAB yang disahkan oleh kepala desa. Desa Medan 

Estate belum pernah mengaganggarkan biaya tak terduga seperti hasil 

wawancara berikut: 

 “Tidak pernah menganggarkan, karena mudah-mudahan sejauh ini Desa 

Medan Estate belum pernah ada bencana yang harus mengeluarkan biaya 

tak terduga” (Bendahara Desa, Jum’at 4 Mei 2018). 

   Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksanaan kegiatan mengajukan 

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh 

dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri 

atas: 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

b. Pernyataan pertanggungjawaban belanja. 

c. Lampiran bukti transaksi. 

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa 

berkewajiban: 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana 

kegiatan. 

b. Meguji kebenaran perhitungan tagih atas beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan pembayaran.  

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut. 

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran olek pelaksana kegiatan 

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  

 

4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Pertanggungjawaban keuangan desa secara teknis diatur dalam 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa 

menyampaikan laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan 
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pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara akhir tahun paling lambat 

disampaikan nulan Januari tahun berikutnya.  

Pelaporan keuangan desa di Desa Medan Estate untuk semester pertama 

telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk 

pelaporan untuk semester akhir tahun sampai pertengahan bulan Februari 

belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang 

pemahaman perangkat desa terkait aturan baru yang harus dilaksanakan dalam 

pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari 

pemerintah ke desa.  

Pada Laporan pertanggung jawawaban realisasi pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja tahun 2017 Desa Medan Estate telah mencantumkan 

beberapa laporan,Adapun bentuk laporan Anggaran Dana Desa Medan Estate 

sebagai berikut: 

a. Lampiran I Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 7 

Laporan Pertaggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 

Tahun 2017 

No 
Kode 

Rekening 
PENDAPATAN 

SUMBER DANA 

TOTAL 
ADD (RP) 

ADD 

SILPA 

(RP) 

SILPA 

BERSILP

A 

      300.028.000 90.322.420 85.672.580 476.023.000 

1 2 1   Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

    

 2 1 1  Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 
    

     Penghasilan Tetap Kepala 

Desa 
238.800.000   238.800.000 

     Tunjangan Kepala Desa   53.000.000     53.000.000 

          

     Sub Total 291.800.000   291.800.000 

          

 2 1 2  Operasional Perkantoran     

 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.228.000       8.228.000 

          

     Sub Total 8.228.000       8.228.000 

          

 2 1 3  Rapat Desa     

     Musyawarah Desa  4.000.000     4.000.000 

          

     Sub Total  4.000.000     4.000.000 

          

 2 1 #  Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Kantor 

Desa 

    

     Rehab Kantor Desa   48.666.900   48.666.900 

     Pengadaan Sumur Bor  20.000.000    20.000.000 

          

     Sub Total  20.000.000 48.666.900   68.666.900 

          

II 2 2   Bidang Pembangunan     

 2 2 6  Jalan Pemukiman     

     Paving Blok Jalan Komp. 

Vetran Blok A Lorong II 
60.000.000  60.000.000 60.000.000 

     Sub Total 60.000.000  60.000.000 60.000.000 

          

III 2 3   Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

    

 2 3 3  Kegiatan Melestarikan 

dan Mengembangkan 
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Gotong Royong 

Masyarakat Desa 

(BBGRM) 

     Kegiatan Gotong Royong 

Masyarakat 
3.633.000  3.633.000 3.633.000 

     Kegiatan Gotong Royong 

LKMD di Dusun-dusun 
3.000.420  3.000.420 3.000.420 

          

     Sub Total 6.633.420    6.633.420 6.633.420 

          

 2 3 5  Penyelenggaraan Hari 

Besar Keagamaan 

  
  

     Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW 
9.510.000 9.510.000 9.510.000 9.510.000 

     Perayaan Natal Desa 4.800.000   4.800.000 4.800.000    4.800.000 

          

     Sub Total 14.310.000 14.310.000 14.310.000   14.310.000 

          

 2 3 6  Penyelenggaraan 

Kegiatan Hari Besar 

Nasioal 

  

  

     Perayaan Hari 

Kemerdekaan RI 
4.695.680 4.695.680 4.695.680 4.695.680 

          

     Sub Total 4.695.680   4.695.680 4.695.680    4.695.680 

          

 TOTAL= I + II + III 300.028.000 90.322.420 85.672.580 476.023.000 

 

        Diketahui Oleh 

        Kepala Desa 

 

 

        Faizal Arifin, SH 

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate 
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b. Lampiran II Laporan Bagi hasil Pajak Desa Medan Estate Tahun 2017 

Sebagai Berikut:  

Tabel 4. 8 

Laporan Bagi Hasil Pajak (BHP) 

Desa Medan Estate Tahun 2017 

No 
Kode 

Rekening PENDAPATAN 

SUMBER DANA 

TOTAL 

(Rp) ADD (RP) 

ADD 

SILPA 

(RP) 

     300.471.000 243.980.000 544.451.000 

1 2 1   Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 

   

 2 1 1  Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan 
   

     Tunjangan BPD 30.800.000    30.800.000 

        30.800.000  30.8000.000 

     Sub Total    

         

II 2 2   Bidang Pembangunan    

 2 2 3  Jalan Pemukiman    

     Penerangan di Dusun 21.079.600    21.079.600 

     Sub Total 21.079.600    21.079.600 

         

 2 2 4  Drainase    

     Drainase Jalan Teratai Dalam  100.739.850 100.739.850 

     Drainase Jalan Perintis I    70.994.250   70.994.250 

     Drainase Jalan Juang 45 12.705.000    12.705.000 

     Drainase Jalan Juang 45    20.670.500   20.670.500 

     Drainase Jalan Dharmais II    51.575.400   51.575.400 

     Drainase Jalan Dharmais (Br 

Ginting) 
100.353.800  100.353.800 

         

     Sub Total 113.058.800 243.980.000 357.038.800 

         

I 2 2   Bidang Pembangunan    

 2 2 6  Jalan Pemukiman:    

     Paving Blok Jl. Komp. Aksara 26.456.500    26.456.500 

     Paving Blok Jl. Masjid Gg. 

Tanjung 
26.829.400  26.829.400 

         

     Sub Total 53.285.900    53.285.900 

         

 2 2 #  Gorong-Gorong    

     Plat Beton Jalan Juang 45 4.772.000     4.772.000 

     Plat Beton Jalan Juang 45 6.529.500     6.529.500 
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     Plat Beton Jalan Perintis I 5.561.000     5.561.000 

         

     Sub Total 16.862.500    16.862.500 

         

III 2 3   Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

   

 2 3 2  Penyelenggaraan Kegiatan 

Keamanan, Ketentraman dan 

Ketertiban 

   

     Pembangunan Pos Kamling di 

Jl. Dharmis 
20.455.050  20.455.050 

     Pembangunan Pos Kamling di 

Jl. Vetpur Raya 
20.455.050  20.455.050 

         

     Sub Total 40.910.100    40.910.100 

         

 2 4 #  Pembinaan Ikan Air Tawar    

     Pembenihan Ikan Lele 4.000.000     4.000.000 

         

     Sub Total 4.000.000     4.000.000 

         

 2 4 #  Reboisasi    

     Pembuatan Taman PKK 5.021.000     5.021.000 

     Penghijauan 15.453.100   15.453.100 

         

     Sub Total 20.474.100    20.474.100 

         

 TOTAL= I + II  300.471.000 243.980.000 544.451.000 

 

        Diketahui Oleh 

        Kepala Desa 

 

 

        Faizal Arifin, SH 

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate 
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c. Lampiran III Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belenja 

Negara tahun 2017 sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 

Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

Desa Medan Estate Tahin 2017 

No 
Kode 

Rekening PENDAPATAN 

SUMBER DANA 

TOTAL 

(Rp) ADD (RP) 

ADD 

SILPA 

(RP) 

     600.471.000 235.265.000 835.736.000 

1 2 2   Bidang Pembangunan    

 2 2 6  Jalan Pemukiman    

     Paving Blok Jl. Letda Sujono 

Gg. Batu Lima 
 25.034.900 25.034.900 

     Paving Blok Jl. William 

Iskandar Pasar Bengkok 
17.225.000  17.225.000 

     Paving Blok l. William 

Iskandar Gg. Mbak Moel 
 10.955.100 10.955.100 

     Paving Blok Jl. Komp. Vetran 

Blok A Lor IV 
 90.423.700 90.423.700 

     Paving Blok Jl. Peraturan 

Ujung 
 100.423.500 100.423.500 

     Paving Blok Jl. Front 

Tembung 
277.471.800  277.471.800 

     Paving Blok Jl. Cendana 86.475.100  86.475.100 

     Paving Blok Jl. Purnawirawan 

Samping Masjid 
 8..427.800 8..427.800 

     Paving Blok Jl. Dharmis I 17.059.800  17.059.800 

     Paving Blok Jl. Dharmis II 

Dusun X 
14.419.800  14.419.800 

         

     Sub Total 412.651.500 235.265.000 629.784.600 

         

II 2 3   Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

   

 2 3 1  Pembinaan Lembaga 

Kemasyarakatan 

   

     Pembinaan dan Penguatan 

Tupoksi Lembaga 

Kemasyarakatan 

3.140.000  3.140.000 

     Pembinaan dan Sosialisasi 

Bahaya Narkoba 
2.715.000  2.715.000 

         

     Sub Total 5.855.000  5.855.000 

         

III 2 4   Bidang Pemberdayaan    
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Masyarakat  

 2 4 4  Bantuan Insentif Untuk 

Kader Kesehatan 

   

     Insentif Kader Posyandu 8.400.000  8.400.000 

     Insentif Kader PPKBD 1.200.000  1.200.000 

     Insentif Kader SUB PPKBD 7.200.000  7.200.000 

         

     Sub Total 16.800.000  16.800.000 

         

 2 4 5  Makanan Sehat Untuk Gizi 

Balita (PMT) 

   

     Penyediaan Makanan 

Tambahan (PMT) utuk balita  
15.587.000  15.587.000 

         

     Sub Total 15.587.000    15.587.000 

         

 2 2 9  Pengobatan Untuk Lansia    

     Penyediaan Obat-obatan 

Untuk Lansia 
12.720.000  12.720.000 

     Senam Lansia   6.000.000       6.000.000 

         

     Sub Total 18.720.000  18.720.000 

         

IV 3 2   Pengeluaran Pembiayaan    

 3 2 2 1 Penyertaan Modal Untuk 

BUMDES 
115.404.400  5.021.000 

 3 2 2 3 Penyertaan Modal Untuk 

UP2K-PKK 
15.453.100  15.453.100 

         

     Sub Total 130.857.500   130.857.100 

         

 TOTAL= I + II  600.471.000 235.265.000 835.736.000 

 

Diketahui Oleh 

        Kepala Desa 

 

 

        Faizal Arifin, SH 

Sumber: Bendahara Desa Medan Estate 
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Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain 

pertanggungjawaban keuangan desa dengan cara menginforasikan laporan 

pertanggungjawaban kepada msyarakat baik tertulis ataupun melalui media. 

“…Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke 

masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang 

ditempat pembangunan, papan informasi, dan melalui perangkat desa 

karena berusaha seterbuka mungkin” (Bendahara Desa, Jum’at 4 Mei 

2018). 

 

5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab IV menyatakan terkait pembinaan 

dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi 

penyuluhan dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi 

daerah dari kabupaten atau kota kepada desa
31

. Juga membina dan mengawasi 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.  

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV pasal 112 menyebutkan 

bahwa pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota memberdayakan 

masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi
32

.  

Secara teknis pembinaan dan pengawasan keuangan desa Medan Estate 

kurang maksimal. Hal tersbut dikarenakan pembinaan dan pengawasan 

terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan 

desa. Dengan jumlah tim pembinaan dan pengawas yang sedikit harus 

membina dan mengawasi seluruh desa yang ada diabawah wilayah 

pemerintahan kabupaten atau kecamatan, sehingga mengakibatkan monitoring 

yang diberikan bersifat global.  

“Sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembina atau pendamping itu 

kita minta yang ahlinya baik di Infrastruktur maupun di admiistrasinya. 

Pengawasan hanya sekedar memeriksa SPJnya yang benar dan yang 

salah. Permasalahan yang bermacam-macam dalam waktu yang singkat 

mungkin itu yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan kurang 

maksimal” (Kepala Desa, Kamis 3 Mei 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 Permendagri nomor 113 tahun 2014. 
32

 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014. 



 
 

63 
 

6. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 

Tabel 4. 10 

Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Medan Estate 

No Kategori Keterangan 

1 S (Sesuai) Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate 

sesuai dengan Permendagri nomor 113 

Tahun 2014 

2 BS (Belum Sesuai) Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate 

tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 

tahun 2014. 

3 BPT (Belum Pernah 

Sesuai) 

Pengelolaan keuangan Desa Medan Estate 

terkait item belum pernah terjadi, karena 

telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 

tahun 2014. 

Sumber: Olahan Penulis. 

 

Tabel 4. 11 

Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 ahun 2014 

Dengan Indikator Perencanaan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 Sekretaris Desa menyusun 

Racangan Peraturan Desa 

(Raperdes) tentang 

APBDesa berdasarkan 

RKPDesa tahun berkenaan.  

S Ada tim perencanaan yang 

terdiri dari ketua, sekretaris 

dan bendahara. Dimana 

sekretaris desa dan kaur 

pembangunan masuk dalam 

tim tersebut. 

2 Sekretaris Desa 

menyapampaikan Raperdes 

tentang APBDesa kepada 

Kepala Desa.  

S  

3 Raperdes tentang 

APBDesa disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada 

BPD untuk dibahas & 

disepakati bersama.  

S Tetapi peran BPD hanya 

sebatas menyepakati belum 

ada hak menolak Raperdes 

tentang APBDesa yang 

diajukan kepala desa.  

4 Raperdes tentang 

APBDesa disepakati 

bersama paling lambat 

Oktober tahun berjalan. 

S Sudah ditetapkan bulan. 

5 Raperdes tentang 

APBDesa yang telah 

disepakati disampaikan 

pleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui 

BS Paling lambat 7 Hari 
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Camat paling lambat 3 hari 

sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

6 Bupati/Walikota 

menetapkan hasil evaluasi 

paling lama 20 hari sejak 

diterimanya Raperdes. 

S Kurang dari 15 hari kerja 

sejak diterimanya Raperdes. 

7 Masyarakat dilibatkan 

dalam mengatur 

perancanaan 

S Setiap membuatperencanaan 

masyarakat dilibatkan 

8 Dalam perencanaan harus 

disetujui semua pihak 

BS Masih Ada yang tidak sesuai 

dengan kesepakatan 

9 Sekretaris desa ikut andil 

dalam mengatur 

perencanaan 

S Dengan kesepakatan semua 

pihak 

10 BPD Ikut andil dalam 

perencanaan anggaran desa 

S Dan ikut andil dalam 

penetapan 

11 Perencanaan sesuai dengan 

kesepakan 

S  

12 Sekretaris desa 

menyampaikan hasil rapat 

perencanaan kepada 

masyarakat 

S Atas hasil rapat yang 

disepakati 

13 Masyarakat 

Menyampaikan pendapat 

dalam Perencanaan 

S Pendapat masyarakat diminta 

dalam rapat 

14 BPD Mengatur 

perencanaan bersma 

peserta rapat 

S Sesuai dengan pendapat dari 

hasil rapat 

15 Sekretaris desa 

menyampaikan hasil 

perencanaan 

S Semua hasil rapat 

diumumkan 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawncara, diolah. 

Keterangan: 

S : Sesuai 

BS : Belum Sesuai 

BTP : Belum Pernah Terjadi 

 

Berdasarkan Tabel diatas pelaksanaan Permendagri nomor tahun 113 

tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa Medan Estate menunjukkan 

bahwa perencanaan di Desa Medan Estate telah sesuai dengan permendagri 

nomor 113 tahun 2014 sebanyak 15 aturan. Perencanaan yang belum sesuai 

dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 2 aturan karena 

Raperdes yang telah disepakati oleh kepala desa dan BPD harusnya 

disampaikan ke Bupati/Walikota paling lambat 3 hari setelah disepakati, 

namun dalam pelaksanaan di Desa Medan Estate paling lambat 7 hari setelah 
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Raperdes disepakati baru disampaikan. Sedangkan perencanaan yang pernah 

terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebanyak 13 aturan 

karena hasil Raperdes yang telah disepakati dan disampaikan ke bupati belum 

pernah terjadi bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang 

lebih tinggi, sehingga kepala tidak pernah melakukan penyempurnaan 

Raperdes.  

Tabel 4. 12 

Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator 

Pelaksanaan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 

Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

S 

 

2 

Khusus bagi desa yang belum 

memiliki pelayanan perbankan 

di wilayahnya maka 

pengaturannya ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

BPT 

Desa Medan Estate telah 

memiliki pelayanan 

perbankan dan memiliki 

rekening kas desa. 

3 

Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa harus 

didukung bukti yang lengkap 

dan sah 

S 

Tetapi terkadang di 

lapangan bukti diterima 

tidak tepat waktu. 

4 

Pemerintah desa dilarang 

melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang 

ditetapkan dalam Perdes. 

BPT 

 

5 

Bendahara dapat menyimpan 

uang dalam kas desa pada 

jumlah tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan 

operasional pemerintah desa. 

S 

 

6 

Pengaturan jumlah uang dalam 

kas desa ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Walikota. 

S 
 

7 

Pengeluaran desa yang 

mengakibatkan beban 

APBDesa tidak dilakukan 

sebelum Raperdes tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi 

Perdes. 

S 

 

8 
Pengeluaran desa yang tidak 

dapat dikeluarkan sebelum 
S 
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ditetapkannya Perdes tidak 

termasuk untuk belanja 

pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan 

dalam Perdes. 

9 

Penggunaan biaya tak terduga 

terlebih dulu harus dibuat 

Rincian Anggaran Biaya 

(RAB) yang telah disahkan 

oleh Kepala Desa. 

BPT 

 

10 

Pelaksanakan kegiatan 

mengajukan pendanaan untuk 

melaukan kegiatan harus 

disertai dengan dokumen 

antara lain RAB. 

S 

 

11 

RAB diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa 

S 
 

12 

Pelaksana kegiatan 

bertanggungjawab terhadap 

tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegaiatan 

dengan mempergunakan buku 

pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa.  

S 

 

13 

Pelaksana kegiatan 

mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada 

Kepala Desa. 

S 

 

14 

SPP tidak boleh dilaksanakan 

sebelum barang dan jasa 

diterima. 

S 
 

15 

Pengajuan SPP terdiri atas: 

a. Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

b. Pernyataan tanggungjawab 

belanja 

c. Lampiran bukti transaksi 

S 

 

16 

Dalam pengajuan pelaksanaan 

pembayaran sekretaris desa 
berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan 

permintaan pembayan 

diajukan oleh pelaksana 

kegiatan. 

S 
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b. Menguji kebenaran 

perhitungan tagihan atas 

beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan 

pembayaran. 

c. Menguji ketersediaan dana 

untuk kegiatan dimaksud. 

17 

SPP yang telah diverifikasi 

sekretaris desa, disetujui 

kepala desa, dan bendahara 

melakukan pembayaran. 

S 

 

18 

Pembayaran yang telah 

dilakukan selanjutnya 

bendahara melakukan 

pencatatan pengeluaran. 

S 

 

19 

Bendahara desa sebagai wajib 

pungut pajak pengahsilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib 

penyetoran seluruh 

penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

S 

 

20 

Pengadaan barang dan jasa 

didesa diatur dengan peraturan 

Bupati/Walikota dengan 

berpedoman pada ketentuan 

perundang-umdangan. 

S 

Sesuai Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah. 

Keterangan: 

S : Sesuai 

BS : Belum Sesuai 

BTP : Belum Pernah Terjadi  

 Berdasarkan tabel 4.9 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 

dengan indikator pelaksanaan di Desa Medan Estate telah sesuai dengan 

Permendagri sebanyak 17 aturan. Pelaksanaan yang belum sesuai Sedangkan 

pelaksanaan yang belum pernah terjadi sebanyak 3 aturan, hal tersebut karena 

Desa Medan Estate telah memiliki akses perbankan, tidak pernah melakukan 

pungutan selain yang telah  ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah 
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mengeluarkan anggaran biaya yang tak terduga karena belum pernah terjadi 

bencana alam.  

Tabel 4. 13 

Indikator Pertanggungjawaban di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 Kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Buoati/Walikota setiap 

khir tahun anggaran. 

S 

Baru dapat 

dialaksanakan  

2 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

terdiri dari Pendapatan, Belanaa 

dan Pembiayaan. 

S 

 

3 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi peaksanan APBDesa 

ditetapkan dengan Perdes. 

 

 

4 Perdes tentang Laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri: 

a. Format laporan 

pertanggungjawaban 

b. Format Laporan Kekayaan 

Milik Desa 

c. Format Laporan program 

pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

S 

 

5 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

merupakan bagian tidak terpisah 

dari laporan penyelenggaraan 

S 
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pemerintah desa. 

6 Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban ealisasi 

pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat 

scara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses leh 

masyarakat. 

BS 

Selama ini setiap 

informasi sudah 

didinformasikan ke 

msyarakat berupa papan 

realisasi pos atau unit 

yang dipasang ditempat 

pembangunan. 

7 Media informasi antara lain papan 

pengumuman, dan media 

informasi lainnya 
S 

Sudah menggunakan 

papan pengumuman 

melalui perangkat desa 

ke masyarakat 

8 Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

disampaikan kepada 

bupati/walikota melalui camat. 

S 

 

9 Laporan Pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

disampaikan paling lambat 1 bulan 

setelah akhir tahun angara 

berkenaan. 

BS 

Masih ada hambatan 

dari keluarya anngaran. 

10 Format rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa, Buku pembantu 

kas, Rancangan anggaran biaya, 

Surat permintaaan Pembayaran, 

Pernyataan tanggungjawab 

belanja, Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa pada 

semester pertma dan semester 

akhir tahun serta laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

S 
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pelaksanaan APBDesa tercabtum 

dalam lampiran. 

11 Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengelolaan keuangan desa diatur 

dalam Peraturan Bupati/Walikota. 

S 

 

12 Setiap transaksi dibuat hasil 

laporannya 
S 

Disampaikan laporan 

pertanggungjawabannya 

13 Laporan disampaikan dan di buat 

di papan informasi desa 
S 

 

14 Setiap laporan di sampaikan dan 

publikasikan 
S 

Sebagai bukti 

pertanggungjawaban 

15 Media informasi antara lain papan 

pengumuman, dan media 

informasi lainnya 

S 

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara diolah. 

Keterangan: 

a. S : Sesuai 

b. BS : Belum Sesuai 

c. BTP : Belm Pernah Terjadi 

 Berdasarkan Tabel 4. 10 diatas indicator pertanggungjawaban di Desa 

Medan Estate menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan di Desa 

Medan Estate yang telah sesuai sebanyak 13 aturan. Sementara yang belum 

sesuai sebanyak 2 aturan karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan 

pertnggungjawaban kepada bupati dan belum mempublikasikan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat. 

Sedangkan yang belum pernh terjadi sebesar 0. Dapat disimpulkan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Medan Estate telah 

melakukan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri nomor 113 

tahun 2014. 
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Tabel 4. 14 

Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan mengawasi dana 

desa, alokasi dana desa, dan 

bagi hasil pajak dan retrebusi 

daerah dari kabuoaten/Kota 

kepada desa 

S 

Tetapi pembinaan dan 

pengawasan dijadwalkan 

sebulan sekali, sehingga 

kurang efektif. 

2 Pemerintah kabupaten wajib 

membina dan mengawasi 

pelaksanaan keuangan desa. 
S 

Tetapi belum maksimal 

karena hanya mengecek 

LPJ saja tanpa ada 

pengarahan. 

3 BPD ikut sebagai pembina dan 

ikut mengawas 
S 

Tetapi masih berbatas 

dengan waktu 

4 Masyarakat ikut mengasi 

Anggaran dana Desa 
S 

Semua masyarakat ikut 

mengawasi  

5 Lembaga masyarakat lainnya 

sebagai pengawas 
S 

 

6 Pemerintahan kecamatan juga 

ikut mengawas jalannya 

anggaran dana desa 

BS 

Terkadang masih jarang 

untuk mengawasi 

7 Kepala desa ikut membina 

anggaran dana desa 
S 

 

8 Semua pembina ikut 

mengawasi Anggaran dan desa 
S 

 

9 Dari kabuapten juga ikut 

mengawasi 
S 

 

10 Sekretaris desa membantu 

dalam mengawasi 
S 

 

11 Masyarakat ikut Mengawasi 

Laporan 
S 
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12 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan megawasi dana 

desa, alokasi dana desa, dan 

bagi hasil pajak dan retrebusi 

daerah dari kabupaten/kota 

kepada desa. 

S 

Tetapi pembinaan dan 

pengawasan dijadwalkan 

sebulan sekali, sehingga 

kurang efektif 

13 Pemerintah kabupaten wajib 

mebina dan mengawasi 

pelaksanaan keuangan desa. 
S 

Tetapi belum maksimal 

karena hanya mengecek 

LPJ saja tanpa ada 

pengarahan 

14 BPD ikut sebagai Pembina dan 

ikut mengawas 
S 

Tepai masih berbatas 

dengan waktu 

15 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan mengawasi dana 

desa, alokasi dana desa, dan 

bagi hasil pajak dan retrebusi 

daerah dari kabupaten/kota 

kepada desa. 

S 

Tetapi pembinaan dan 

pengawasan dijadwalkan 

sebulan sekali, sehingga 

kurang efektif 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara. 

  Berdasarkan Tabel 4. 11 pelaksanaan permendagri nomor 113 tahun 2014 

dengan indicator pembinaan dan pengawasan di Desa Medan Estate 

melihatkan bahwa pembinaan dan pengawasan telah sesuai dengan 

Permendagri sebesar 100%. sementara pembinaan dan pengawasan yang 

belum sesuai 0%, begitu juga dengan yang belum pernah terjadi 0%. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa di Desa Medan Estate telah memperoleh 

pengawasaan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa meskipun kurang 

maksimal.  

C. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat 

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Dari hasil wawancara dengan 10 orang yang merupakan masyarakat desa 

Medan Estate, terdapat 7 Orang setuju bahwa masyarakat Desa Medan Estate 

terlibat dalam musyawarah desa, 3 orang lagi sangat setuju bahwa masyarakat 
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terlibat atas musyawarah dalam perencanaan pengelolaan dana desa tersebut, 

dan aktif dalam musyawarah desa, sehingga dapat disimpulkan masyarakat 

Desa Medan Estate berperan aktif memberikan masukan atau usulan dalam 

setiap musyawarah  yang diadakan pemerintah desa.  

Berdasarkan 10 orang responden dari masyarakat Desa Medan Estate 7 

diantaranya setuju bahwa Desa Medan Estate perencanaannya sudah sesuai 

dengan Undang-undang desa dan 3 orag lainnya sangat setuju, sehingga dapat 

disimpulkan perencanaan Desa Medan Estate sudah sesuai dengan Undang-

undang Desa.  

2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan wawancara 10 Orang merupakan masyarakat Desa Medan 

Estate, 2 Orang Setuju jika msyarakat terlibat dalam realisasi infrastruktur 

ataupun non-infrastruktur, dan 5 Orang sangat setuju jika masyarakat sudah 

terlibat daam realisasi infrastruktur , namun ada 3 masyarakat yang tidak 

setuju dikarenakan masih ada yang tidak sesuai dengan pearturan dalam 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Maka dapat disimpulkan 

bahwa msyarakat Desa Medan Estate sudah terlibat dalam realisasi 

infrastruktur walaupun masih ada dalam pegerjaan yang belum sesuai. 

Dari 10 orang wawancara merupakan warga Desa Medan Estate, 3 Orang 

Kurang setuju jika pemerintah sudah transparan dalam keuangan desa, dan 4 

Orang setuju jika pemerintah sudah transparansi dalam keuangan desa, dan 3 

Orang responden sangat setuju jika pemerintah desa Medan Estate sudah 

transparansi dalam pngelolaan keuangan desa. sehingga disimpulkan bahwa 

Desa Medan Estate sudah transparansi dalam keuangan desa.  

Berdasarkan 10 Orang wawancara yang merupakan masyarakat Desa 

Medan estate, 6 orang responden setuju dalam setiap kegiatan harus disertai 

dengan proposal, rancangan angaran biaya dan surat pertanggungjawaban, dan 

4 orang sangat setuju jika setiap kegiatan disertai proposal, rancangan 

anggaran biaya, dan surat pertanggungjawaban. Sehingga disimpulkan bahwa 

setiap kegiatan desa diserati proposal, rancangan anggaran biaya, dan surat 

pertanggungjawaban.  
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3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa 

Dari 10 Orang wawancara dari masyarakat Desa Medan Estate, 7 Orang 

setuju masyarakat terlibat sebagai Tim Penggerak Pelaksana Kegiatan (TPK), 

dan 3 Orang lainnya setuju bahwa masyarakat terlibat sebagai TPK. Maka 

dapat disimpulkan masyarakat Desa Medan Estate terlibat sebagai TPK setiap 

merealisasikan kegiatan pembangunan desa. 

Berdasarkan 10 Orang warga Desa Medan Estate, 3 Orang kurang setuju 

jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban 

kepada msyarakat, dan 5 orang setuju bahwa telah mempublikasikan laporan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media, serta 

2 orang lagi mengatakan sangat setuju jika pemerintah desa telah 

mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada msyarakay, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Medan Estate telah 

mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada msyarakat 

menggunakan berbagai media. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika 

pertanggung jawaban Desa Medan Estate telah sesuai dengan undang-undang 

desa.  

4. Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate 

Berdasarkan penelitian ini peneliti merekomendasikan hal-hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 

a. Awal dari tahap perencanaan yang dialakukan melalui musyawarah 

seperti bahan atau naskah yang akan di bahas dalam rapat musyawarah 

diberikan kepada peserta minimal 1 (satu) minggu sebelum rapar 

diadakan. Ini guna agar peserta dapat melakukan evaluasi dalam 

musyawarah. 

b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa seharusnya 

diajukan kepada bupati paling lambat tiga (3) hari setelah disepakati 

oleh kepala desa dan BPD. Agar sesuai dengan Permendagri nomor 

113 tahun 2014 pasal 21. 

c. Dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 fungsi BPD adalah 

membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Fungsi 

BPD kurang maksimal karena selama ini BPD hanya menyetujui 
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bahan Raperdes yang diberikan tanpa memiliki kesempakatan untuk 

mengevaluasi. semestara BPD ada hak untuk menyetujui atau menolak 

Raperdes sehingga fungsi BPD harus dikuatkan agar terciptanya 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perencanaan Dea Medan Estate secara garis besar telah diusun berdasarkan 

Permendagri nomor 114 than 2014. Sementara dari sisi lain perencanaan 

pengelola keuangan Desa Medan Estate telah sesuai dengan Permendagri nomor 

113 tahun 2014 sebesar 95% dan 5 % belum sesuai dikarenakan Raperdes 

seharusnya disampaikan kepada bupati paling lambat tiga (3) hari setelah 

disepakati, namun di Desa Mean Estate tujuh (7) hari baru disampaikan kepada 

Bupati Deli Serdang.  Sedangkan peran BPD pada perencanaan hanya sebatas 

menyepakati, belum sampai tahap menolak Raperdes. Akan tetapi disisi lain 

masyarakat Desa Medan Estate terlibat langsung dalam setiap musyawarah 

perencanan desa dan aktif memberikan masukan maupun usulan, hal tersebut 

menunjukkan bahwa kontrol masyarakat kuat. Jadi berdasarkan undang-undang 

desa nomor 6 tahun 2014 perencanaan Desa Medan Estate sudah dapat dikatakan 

accountable. 

Peaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses realisasi anggaran 

yang telah ditetapkan. Taha pelaksanaan keuangan Desa mEdan Estate secara 

teknis telah 100% sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Dan dalam 

proses realisasi anggaran Desa Medan Estate telah melibatkan masyarakat sebagai 

Tim Pelaksana Keiatan (TPK). Selain itu setiap realisasi anggaran, proposal dan 

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) harus sudah diverifikasi, sehingga transfaransi 

dana mudah dilakukan pemerintah desa. Maka dengan demikian berdasarkan 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa 

Medan Estate dapat dikatakan accountable. Sehingga pembinaan dan pengawasan 

di Dea Medan Estate secara teknis 100% telah sesuai dengan Permendagri nomor 

113 tahun 2014 dan secara garis besar telak melaksanakan undang-undang desa. 

Maka berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan Desa Medan Estate sudah accountable. 

 

B. Saran  

Penelitian yang dilakukan ini hanya membahas pelaksanaan undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. 

Hasil penelitian ini lebih kepada menyajikan perbandingan antara terkait 

kesesuain undang-undang dengan aplikasi dilapangan, sehingga kelemahan pada 

pnelitian ini yaitu tidak membahas secara mendalam setiap komponen 

pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. 

Saran bagi peneliti selanjutnya agar kiranya membahas masing-masing komponen 

pengelolaan keuangan desa secara rinci.  
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Lampiran 5 Kuesioner, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, 

Pengawasan dan Pembinaan 

Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 ahun 2014 

Dengan Indikator Perencanaan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 Sekretaris Desa menyusun 

Racangan Peraturan Desa 

(Raperdes) tentang 

APBDesa berdasarkan 

RKPDesa tahun berkenaan.  

  

2 Sekretaris Desa 

menyapampaikan Raperdes 

tentang APBDesa kepada 

Kepala Desa.  

  

3 Raperdes tentang 

APBDesa disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada 

BPD untuk dibahas & 

disepakati bersama.  

  

4 Raperdes tentang 

APBDesa disepakati 

bersama paling lambat 

Oktober tahun berjalan. 

  

5 Raperdes tentang 

APBDesa yang telah 

disepakati disampaikan 
pleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui 

Camat paling lambat 3 hari 

sejak disepakati untuk 

dievaluasi. 

  

6 Bupati/Walikota 

menetapkan hasil evaluasi 

paling lama 20 hari sejak 

diterimanya Raperdes. 

  

7 Masyarakat dilibatkan 

dalam mengatur 

perancanaan 

  

8 Dalam perencanaan harus 

disetujui semua pihak 

  

9 Sekretaris desa ikut andil 

dalam mengatur 

perencanaan 

  

10 BPD Ikut andil dalam 

perencanaan anggaran desa 

  

11 Perencanaan sesuai dengan   
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kesepakan 

12 Sekretaris desa 

menyampaikan hasil rapat 

perencanaan kepada 

masyarakat 

  

13 Masyarakat 

Menyampaikan pendapat 

dalam Perencanaan 

  

14 BPD Mengatur 

perencanaan bersma 

peserta rapat 

  

15 Sekretaris desa 

menyampaikan hasil 

perencanaan 

  

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawncara, diolah. 

Keterangan: 

S : Sesuai 

BS : Belum Sesuai 

BTP : Belum Pernah Terjadi 
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Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator 

Pelaksanaan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 

Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa dalam 

rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan 

melalui rekening kas desa. 

 

 

2 

Khusus bagi desa yang belum 

memiliki pelayanan perbankan 

di wilayahnya maka 

pengaturannya ditetapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

 

3 

Semua penerimaan dan 

pengeluaran desa harus 

didukung bukti yang lengkap 

dan sah 

 

 

4 

Pemerintah desa dilarang 

melakukan pungutan sebagai 

penerimaan desa selain yang 

ditetapkan dalam Perdes. 

 

 

5 

Bendahara dapat menyimpan 

uang dalam kas desa pada 

jumlah tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan 

operasional pemerintah desa. 

 

 

6 

Pengaturan jumlah uang dalam 

kas desa ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati/Walikota. 

 
 

7 

Pengeluaran desa yang 

mengakibatkan beban 

APBDesa tidak dilakukan 

sebelum Raperdes tentang 

APBDesa ditetapkan menjadi 

Perdes. 

 

 

8 

Pengeluaran desa yang tidak 

dapat dikeluarkan sebelum 

ditetapkannya Perdes tidak 

termasuk untuk belanja 

pegawai yang bersifat 

mengikat dan operasional 

perkantoran yang ditetapkan 

dalam Perdes. 

 

 

9 

Penggunaan biaya tak terduga 

terlebih dulu harus dibuat 

Rincian Anggaran Biaya 

(RAB) yang telah disahkan 
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oleh Kepala Desa. 

10 

Pelaksanakan kegiatan 

mengajukan pendanaan untuk 

melaukan kegiatan harus 

disertai dengan dokumen 

antara lain RAB. 

 

 

11 

RAB diverifikasi oleh 

Sekretaris Desa dan disahkan 

oleh Kepala Desa 

 
 

12 

Pelaksana kegiatan 

bertanggungjawab terhadap 

tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegaiatan 

dengan mempergunakan buku 

pembantu kas kegiatan sebagai 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan di desa.  

 

 

13 

Pelaksana kegiatan 

mengajukan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) kepada 

Kepala Desa. 

 

 

14 

SPP tidak boleh dilaksanakan 

sebelum barang dan jasa 

diterima. 

 
 

15 

Pengajuan SPP terdiri atas: 

a. Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) 

b. Pernyataan tanggungjawab 

belanja 

c. Lampiran bukti transaksi 

 

 

16 

Dalam pengajuan pelaksanaan 

pembayaran sekretaris desa 

berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan 

permintaan pembayan 

diajukan oleh pelaksana 

kegiatan. 

b. Menguji kebenaran 

perhitungan tagihan atas 

beban APBDesa yang 

tercantum dalam permintaan 

pembayaran. 

c. Menguji ketersediaan dana 

untuk kegiatan dimaksud. 

 

 

17 

SPP yang telah diverifikasi 

sekretaris desa, disetujui 

kepala desa, dan bendahara 
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melakukan pembayaran. 

18 

Pembayaran yang telah 

dilakukan selanjutnya 

bendahara melakukan 

pencatatan pengeluaran. 

 

 

19 

Bendahara desa sebagai wajib 

pungut pajak pengahsilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib 

penyetoran seluruh 

penerimaan potongan dan 

pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

20 

Pengadaan barang dan jasa 

didesa diatur dengan peraturan 

Bupati/Walikota dengan 

berpedoman pada ketentuan 

perundang-umdangan. 

 

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah. 

 

 

Keterangan: 

S : Sesuai 

BS : Belum Sesuai 

BTP : Belum Pernah Terjadi  
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Indikator Pertanggungjawaban di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Kriteria Keterangan 

1 Kepala desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Buoati/Walikota setiap 

khir tahun anggaran. 

 

 

2 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

terdiri dari Pendapatan, Belanaa 

dan Pembiayaan. 

 

 

3 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi peaksanan APBDesa 

ditetapkan dengan Perdes. 

 

 

4 Perdes tentang Laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri: 

a. Format laporan 

pertanggungjawaban 

b. Format Laporan Kekayaan 

Milik Desa 

c. Format Laporan program 

pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

 

 

5 Laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

merupakan bagian tidak terpisah 

dari laporan penyelenggaraan 

pemerintah desa. 

 

 

6 Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban ealisasi 

pelaksanaan APBDesa 
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diinformasikan kepada masyarakat 

scara tertulis dan dengan media 

informasi yang mudah diakses leh 

masyarakat. 

7 Media informasi antara lain papan 

pengumuman, dan media 

informasi lainnya 

 

 

8 Laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa 

disampaikan kepada 

bupati/walikota melalui camat. 

 

 

9 Laporan Pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa 

disampaikan paling lambat 1 bulan 

setelah akhir tahun angara 

berkenaan. 

 

 

10 Format rancangan peraturan desa 

tentang APBDesa, Buku pembantu 

kas, Rancangan anggaran biaya, 

Surat permintaaan Pembayaran, 

Pernyataan tanggungjawab 

belanja, Laporan realisasi 

pelaksanaan APBDesa pada 

semester pertma dan semester 

akhir tahun serta laporan 

pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa tercabtum 

dalam lampiran. 

 

 

11 Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengelolaan keuangan desa diatur 

dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
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12 Setiap transaksi dibuat hasil 

laporannya 
 

 

13 Laporan disampaikan dan di buat 

di papan informasi desa 
 

 

14 Setiap laporan di sampaikan dan 

publikasikan 
 

 

15 Media informasi antara lain papan 

pengumuman, dan media 

informasi lainnya 

 

 

Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara diolah. 

Keterangan: 

a. S : Sesuai 

b. BS : Belum Sesuai 

c. BTP : Belm Pernah Terjadi 
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Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Medan Estate 

No Pernyataan Krite

ria 

Keterangan 

1 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan mengawasi dana 

desa, alokasi dana desa, dan bagi 

hasil pajak dan retrebusi daerah 

dari kabuoaten/Kota kepada desa 

 

 

2 Pemerintah kabupaten wajib 

membina dan mengawasi 

pelaksanaan keuangan desa. 

 

 

3 BPD ikut sebagai pembina dan 

ikut mengawas 
 

 

4 Masyarakat ikut mengasi 

Anggaran dana Desa 
 

 

5 Lembaga masyarakat lainnya 

sebagai pengawas 
 

 

6 Pemerintahan kecamatan juga 

ikut mengawas jalannya anggaran 

dana desa 

 

 

7 Kepala desa ikut membina 

anggaran dana desa 
 

 

8 Semua pembina ikut mengawasi 

Anggaran dan desa 
 

 

9 Dari kabuapten juga ikut 

mengawasi 
 

 

10 Sekretaris desa membantu dalam 

mengawasi 
 

 

11 Masyarakat ikut Mengawasi 

Laporan 
 

 

12 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan megawasi dana 
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desa, alokasi dana desa, dan bagi 

hasil pajak dan retrebusi daerah 

dari kabupaten/kota kepada desa. 

13 Pemerintah kabupaten wajib 

mebina dan mengawasi 

pelaksanaan keuangan desa. 

 

 

14 BPD ikut sebagai Pembina dan 

ikut mengawas 
 

 

15 Pemerintah provinsi wajib 

membina dan mengawasi dana 

desa, alokasi dana desa, dan bagi 

hasil pajak dan retrebusi daerah 

dari kabupaten/kota kepada desa. 

 

 

 Sumber: Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara. 

 


